BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor

Mengingat

b.

180/003269 tanggal 30 Maret 2015 perihal Hasil Klarifikasi
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang

Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum
untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);



7.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan
dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 394 1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5882);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4921);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4928);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5251);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak
Mengenai Keterlibatan Anak dalam Penjualan Anak,
Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3367);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap
Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5237);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 166);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap
Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 186);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 219);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan



Menetapkan :
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BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 219), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB Il dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 4A

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 4B

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri
dan status kewarganegaraan.

Pasal 4C

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya,
berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat
kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau
Wali.

Pasal 4D

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya,
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak
dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak
dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak
diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak
angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 4E

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan
jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,
spiritual, dan sosial.

Pasal 4F

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya
dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakat.

(2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di
satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan
Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak
lain.

(3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Anak
Penyandang Disabilitas berhak memperoleh
pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki
keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 4Gpio

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar
pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan
informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai
kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 4H

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan
waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,
berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan
tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 41

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf
kesejahteraan sosial.

Pasal 4J

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali,
atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab
atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan:

a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran;



(2)

(1)

(2)
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d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak
melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan
pemberatan hukuman.

Pasal 4K

Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya
sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan
hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan
merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara
tetap dengan kedua Orang Tuanya,;

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan,
pendidikan dan perlindungan untuk proses
tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai
dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang
Tuanya; dan

d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 4L

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

a.

b
C.
d

0

(1)

(2)

(3)

penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
pelibatan dalam sengketa bersenjata;
pelibatan dalam kerusuhan sosial;

pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
Kekerasan;

pelibatan dalam peperangan; dan
kejahatan seksual.

Pasal 4M

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari
sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan
hukuman yang tidak manusiawi.

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan
sesuai dengan hukum.

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara
anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum
yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir.



2.

Pasal 4N

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya
secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum
yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan
pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak
dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku
kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan
hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 40

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak
pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan
bantuan lainnya.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4P

Setiap anak berkewajiban untuk :
a. menghormati orang tua, wali, dan guru;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi
teman;

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Di antara Pasal 33 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal O53A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 53A

Upaya perlindungan dan pengurangan resiko tindak
kekerasan terhadap anak diatur dengan Peraturan Daerah
tersendiri.

. Ketentuan Pasal 68 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Setiap penyelenggara usaha hiburan untuk orang
dewasa yang melanggar ketentuan Pasal 65 diancam
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini
dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo ttd

pada tanggal 7 Oktober 2016
WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730705 199203 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (16/2016)



II.
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PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

UMUM

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak, terdapat ketentuan yang perlu
ditambahkan yaitu berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Anak.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, pemerintah mengakui keberadaan hak-hak Anak.
Hak asasi yang melekat pada anak meliputi hak-hak dasar sebagai
manusia yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan
hak partisipasi.

Untuk memenuhi hak hidup anak memerlukan makanan dalam
jumlah yang cukup, sehat dan bergizi, serta akses kesehatan yang
optimal. Untuk memenuhi hak tumbuh kembang, anak memerlukan
ruang bermain, berolah raga, pendidikan yang sesuai dengan
perkembangan fisik dan jiwanya. Perlindungan dari kekerasan yang
mengancam keselamatan dan kesehatannya harus diberikan sejak dini.
Perlindungan diperlukan untuk mencegah adanya kekerasan dan
ekploitasi fisik, mental dan seksual. Dalam pemenuhan hak anak, setiap
penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan orang tua wajib
memahami dan peduli terhadap hak anak.

Berkaitan dengan hal di atas, maka perlu dibentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.
Pasal 4A
Cukup jelas.
Pasal 4B

Cukup jelas.
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Pasal 4C

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan
kepada anak dalam rangka mengembangkan kreatifitas
dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan
tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan
bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus
berada dalam bimbingan orang tua atau walinya.

Pasal 4D
Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui
siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya
(termasuk ibu susunya), dimaksusdkan untuk
menghindari terputusnya silsilah dan hubungan
darah antara anak dengan orang tua kandungnya,
sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang
tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan
menghormati orang tuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan
sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat
yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 4E
Cukup jelas.
Pasal 4F
Cukup jelas.
Pasal 4G
Cukup jelas.
Pasal 4H
Cukup jelas.
Pasal 4I

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan
berpartisipasi dalam = kehidupan  bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4J
Ayat (1)
Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan
yang membeda- bedakan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan
bahasa, status hukum anak, urutan
kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau
mental.



12

Huruf b

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan
atau perbuatan memperalat, memanfaatkan,
atau memeras anak untuk memperoleh
keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf ¢

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan
atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja
kewajiban untuk memelihara, merawat, atau
mengurus anak sebagaimana mestinya.

Hurufd

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan
atau perbuatan secara zalim, keji, bengis,
atau tidak menaruh belas kasihan kepada
anak. Perlakuan kekerasan dan
penganiayaan, mislnya perbuatan melukai
dan/atau mencederai anak, dan tidak
semata-mata fisik, tetapi juga mental dan
sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan
keberpihakan antara anak yang satu dan

lainnya, atau kesewenang-wenangan
terhadap anak.
Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan
pelecehan atau perbuatan tidak senonoh

kepada anak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4K
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain
pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya
dengan tidak menghilangkan hubungan anak
dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang
ditinggal orang tuanya keluar negeri untuk bekerja,
anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4L

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan
yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari
tindakan yang membahayak anak secara fisik dan
psikis.
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Pasal 4M
Cukup jelas.
Pasal 4N
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan bantuan lainnya
misalnya bimbingan sosial dari pekerja
sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater,
atau bantuan dari ahli bahasa.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 40

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk
bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan
pendidikan.

Pasal 4P

Cukup jelas.

Pasal 4M

Cukup jelas.

Pasal 53A

Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal II
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan dengan “dikenai sanksi
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan” adalah dikenai segala
bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang terkait.
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